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Judul  : Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwasanya “DPRD Memiliki Fungsi Pengawasan”. Pada
UU No. 17 Tahun 2014 telah memberikan wewenang bagi anggota DPRD Provinsi untuk
melakukan pengawasan salah satunya terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Namun, dalam
pelaksanaanya ternyata fungsi pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan
maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait implementasi DPRD
Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan serta tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode yuridis empiris
dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Adapun analisis dilakukan dengan
mengkaji dari data hasil observasi dan wawancara menggunakan metode induktif dalam penarikan
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya DPRD Provinsi Sumatera Selatan
telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, namun masih belum
optimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan DPRD dalam menggali data, masih sedikitnya
anggota DPRD yang memahi mengenai pengawasan, dan sedikitnya aspirasi dari masyarakat
mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah. Maka, tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD Provinsi
Sumatera Selatan terkait hasil pengawasan yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan
rekomendasi kepada Gubernur selaku Kepala Daerah atas  Laporan Keterangan Hasil
Pertanggungjawaban Gubernur yang berisikan saran, masukan dan/ atau koreksi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Peraturan Daerah, Pelaksanaan Perda
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang
terdiri dari 34 provinsi yang berbentuk kesatuan. Dalam negara kesatuan yang
digunakan oleh Republik Indonesia, pemerintahan-pemerintahan daerahnya justru
mendapatkan kewenangan konstitusional dari pembagian kekuasaan oleh
pemerintah pusat’. Hal inilah dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan
kesejahteraan rakyat sampai ke berbagai pelosok daerah dari setiap provinsi maka
digunakanlah suatu konsep desentralisasi. Dengan kata lain bentuk
penyelenggaraan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah
untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-
masing, tentunya dengan kolaborasi bersama pemerintah.? Setelah dialkukan
amandemen Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
peran daerah terkait pengelolaan daerahnya sangat berbeda. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya amandemen terhadap Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945
yang mulanya mengatur terkait pengelolaan pemerintahan daerah terpusat pada
pemerintah pusat menjadi desentralisasi karena telah menganut otonomi daerah.

Selanjutnya, peraturan terkait Pemerintahan Daerah di atur pada Pasal 18

UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

! Jimly Asshddigie., Teori Hierarki Norma Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, him.
174.

2 Jimly Asshiddigie., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press,
Jakarta, 2005, hIm.79.



7.

. NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi juga dibagi atas kabupaten

serta kota, yang ditiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintah
daerah yang

. Asas Otonomi dan tugas pembantuan melahirkan pemerintah daerah

yang dapat mandiri dan privat mengurus daerah atau otonom nya masing-
masing.

. Setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kkota

mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya
dipilih dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Umum.

. Kepala Pemeirintahan di daerah dipegang langsung oleh Gubernur,

Bupati, dan Walikota yang dipilih dengan cara pemilihan umum.

. Otonomi Daerah seluas-luasnya merupakan wewenagan dari pemerintah

daerah, kecuali urusan dari pemerintah Pusat yang tercantum di dalam
Undang-undang.

. Pemerintahan daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan

daerah dan peraturan - peraturan lain sebagai wujud melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembatuan terhadap pemerintah pusat.

Tata cara penyelenggaraan dan Susunan pemerintahan daerah diatur
dalam undang — undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal18 UUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwasanya

Pemerintahan Daerah merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Adapun hal tersebut ini sesuai dengan tujuan utama dari

pemerintahan daerah vyaitu untuk kesejahteraan masyarakat.> Dalam rangka

mensejahterakan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sebuah Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketetentuan dari pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengenai begitu

penting serta berartinya peran dari Peraturan Daerah dalam rangka turut serta

membangun daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.*

Berdasarkan lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan Daerah dibuat oleh

% Andi dan Syafa’at., Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press,

Depok, 2018, him. 23.

* Sukardi., Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah , Genta Publishing, Jakarta,

2016,. hal 2.



Kepala Daerah bersama — sama dengan DPRD yang telah dipilih secara
demokratis agar kualitas Perda tersebut sesuai dengan legislasi Daerah.”

Jika dilihat dari hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan
Daerah berada setelah Peraturan Presiden. Berikut tata urutan peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Tap MPR;

c¢. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;

g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Bersumber pada tata urutan peraturan perundang- undangan maka Peraturan
Daerah Provinsi yang ialah hasil dari proses pembentukan Peraturan Daerah dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi
menampilkan bahwasanya dalam melaksanakan fungsinya Pemerintahan Daerah
berwenang dalam membentuk Peraturan Daerah yang ialah wewenang atribusi
dari undang- undang ° Meskipun dapat membentuk peraturan sendiri, Peraturan
Daerah tetap tidak dapat bertentangan dengan produk hukum Pemerintah Pusat.’

Pemerintahan Daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat

daerah yang dari pemerintah daerah serta DPRD berdasarkan asas otonomi serta

tugas pembantuan dengan memakai prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem

% Ibid,. him. 16.
® Ibid., him. 17.
" Op. cit., Jimly Asshddigie, him. 177.



serta prinsip negeri kesatuan Republik Indonesia. ® Dalam Negara demokrasi,
keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) ataupun lembaga legislatif ialah sesuatu keharusan.

Di dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan
UUMD3 menyebutkan bahwa: “DPRD provinsi merupakan suatu lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang ada di daerah provinsi.”

Terkait fungsinya maka diatur pada pasal selanjutnya yaitu pasal 316 ayat
(1) UUMD3 yang menyebutkan bahwasanya :
DPRD provinsi mempunyai fungsi:

a. Legislasi;

b. Anggaran; dan

c. Pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Provinsi tidak terlepas dari
kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang ada
didalam pasal 317 ayat (1) yang berbunyi:

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

a. Membuatperaturan daerah provinsi  bersama-sama dengan
gubernur/kepala daerah;

b. Merancang dan memberikan seuatu persetujuan rancangan
peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur/kepala daerah;

c. Melangsungkan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan daerah

dan anggaran pendapatan dan belanja di setiap otonom daerah
masing-masing;

8 Op. cit., Andi dan Syafa’at, hlm. 26.



d. Memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
dan/atau wakil gubernur/ kepala daerah kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan
pemberhentian dan/atau pengangkatan;

e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil gubernur;

f. Mengajukan pendapat dan pertimbangan untuk pemerintah daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
otonomnya masing-masing ;

g. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dari otonomi nya;

h. Berhak menerima laporan keterangan pertanggungjawaban
gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

I. Mengajukan persetujuan kepada rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan
otonom daerah masing-masing;

J. Mengusahakan untuk terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. Melangsugkan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada ayat (2) UUMD3 disebutkan: “Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas yang telah dimaksud pada
ayat(1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.”

Letak DPRD pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasanya memiliki letak yang strategis dan
menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah.” Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 208
Ayat (1) menyebutkan bahwasanya: “Kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu

oleh perangkat daerah.”

% Lusiah dan Jonson R., “Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Menurut UU Nomor 32
Tahun 2004 Dalam Hal Tugas dan Fungsi Anggaran ”., Visi., Vol. 3 Nomor 19 tahun 2011, him
652 — 666.



Selain itu, ditegaskan juga bahwasanya DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan selaku unsur penyelenggara
pemerintahan daerah serta memiliki fungsi dalam membentuk Perda, anggaran
dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Pemerintah Daerah memiliki beberapa fungsi :'°

a. Menampung dan mengartikulasikan kepentingan rakyat;
b. Mengagregasikan kepentingan rakyat ;

c. Rekrutmen politik ;

d. Mengontrol dan mengawasi Kinerja Eksekutif .

Dijelaskan pula didalam peraturan perundang-undangan bahwa DPRD
Provinsi dapat membentuk peraturan daerah hal ini ditegaskan di dalam pasal 1
ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang menyebutkan: “Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.”

Peraturan Daerah dibuat selaku konsekuensi logis dari desentralisasi yang
membagikan otonomi kepada Daerah. Adapun hal ini cocok dengan pertumbuhan
demokrasi di pemerintahan, dimana negara- negara modern banyak membagikan

kekuasaan kepada Daerah atau dapat disebut dengan pemerintahan lokal untuk

19 Sirajudin et.al., Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi
Daerah, Setara Pers, Malang, 2009., him prolog x.



lebih leluasa dalam mengatur dirinya sendiri.** Dalam rangka membentuk Perda
ditingkat Provinsi maka tidak dapat dilepaskan dari lembaga DPRD selaku pihak
yang dapat mengusulkan, membahas, serta mengesahkan Perda baik inisiatif
DPRD Provinsi ataupun usul dari Pemerintah Daerah Provinsi. Sesuai dengan
fungsi DPRD sebagai lembaga yang mempunyai peran legislasi bersama pihak
Pemda dan juga sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Perda.

Terkait dengan fungsi DPRD tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya
DPRD bukan hanya sebagai lembaga teknis yang menjalankan dan membentuk
peraturan daerah, namun juga untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan
daerah tersebut.> DPRD sebagai pemegang mandat perwakilan rakyat harus
berperan aktif dalam memberikan pengasawan secara politis kepada Pemerintah
Daerah selaku pihak pelaksana Peraturan Daerah begitu juga selaku bentuk
tanggung jawab dari pemegang mandat rakyat.

Adapun fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD yaitu untuk mengawasi
kinerja pemerintahan Daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur serta perangkat
Daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD melakukan juga
melakukan fungsi politik dikarenakan DPRD adalah lembaga politik yang
mengawasi pemerintahan daerah. Hal ini tentunya merupakan bagian dari prinsip
checks and balances pada tingkat daerah.

Setelah Peraturan Daerah berlaku, maka DPRD masih mengawasi atas

pelaksanaan Perda. Hal tersebut dikarenakan yang menjalankan peraturan daerah

1 Op. cit. Sukardi, him 39.
12 Irsan et.al.,” Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan
Daerah”., Simbur Cahaya., Vol. 20 Nomor 50 tahun 2013, him 3369.



adalah pemerintah daerah. Sehingga DPRD tetap melakukan pengawasan terhadap
keberlangsungan peraturan daerah yang telah dibuat. Agar kiranya peraturan
daerah tersebut dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Salah satu
contoh penyelenggaran fungsi pengawasan oleh DPRD, diwujudkan dalam
mengawasi pelaksanaan Perda dan pelaksanaan APBD.

Di dalam Peraturan Perundang — Undangan Pasal 96 ayat(1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

DPRD provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pembentukan Perda provinsi;

b. Anggaran; dan

c. Pengawasan .

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 100 ayat (1) mengenai fungsi pengawasan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf ¢ yang diwujudkan
dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;

b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan .

Selain itu, terkait dengan fungsi DPRD mengenai kewenangan dalam hal
suatu pengawasan kepada pelaksanaan Peraturan Daerah, diatur pula pada Pasal
101 Ayat (1) C Undang — Undang Nomor 9 tentang perubahan kedua atas Undang
— Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi: “DPRD Provinsi juga memiliki
tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
daerah Provinsi dan APBD Provinsi.” Di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya:



=

Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.
2. Pengawasan oleh DPRD yang telah dimaksud dalam ayat

(1) meliputi:

a. Pelaksanaan dari peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

b. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

c. pelaksanaan daro tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Ini merupakan tolak ukur
dari jalannya pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
lalah suatu bentuk kegiatan yang dilancarkan guna mencapai visi serta misi
Pemerintahan Daerah yang baik tanpa timbulnya penyimpangan.*®

Provinsi Sumatera Selatan meupakan provinsi yang berada di Indonesia dan
memiliki luasan wilayah sebesar 91.592,43 km® dengan jumlah populasi
penduduk sebanyak 8.391.489 vyang terdiri atas 17 Kabupaten/Kota."
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Gubernur serta Wakil
Gubernur maupun lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan yang terbagi dalam 75 Anggota™. Pemerintahan DPRD Wilayah Sumatera
Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik
yang memiliki jumlah kursi dan suara terbanyak.

Dalam studi pendahuluan, berupa wawancara dijelaskan bahwa dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah maka

para anggota DPRD melakukan observasi meninjau langsung dalam rangka

melihat langsung penggunaan dana dari Peraturan Daerah Tentang APBD seperti

3 Dadang dan Akmal,. Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah
Yang Efektif, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2016, hal 5.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan., Selayang Pandang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 2020, him 1.

' Ibid, hal 15.
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meninjau proyek jalan dan jembatan. Biasanya hal ini ialah suatu bagian
pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota DPRD secara langsung dengan turun ke
lapangan terkait dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.®

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi fokus
penelitian saya adalah “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA

SELATAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH".

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Pasal 316 ayat (1) huruf c UUMD3 oleh DPRD
Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis terkait implementasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menganalisis tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Provinsi Sumatera Selatan.

16 Wawancara Studi Pendahuluan, Ramadhan Sulaiman Basyeban, Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 13
Oktober 2020, pukul 13:00.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun diharapkan dari penelitian ini dapat memperoleh manfaat yaitu:
1.  Manfaat Teoritis
a. Memberikan materi terkait kewenangan pengawasan di bidang hukum,
utamanya terkait bidang hukum tata negara.
b. Memberikan kontribusi ataupun sebagai acuan untuk mahasiswa yang
kiranya akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai
sumbangan pikiran dalam hal fungsi pengawasan bagi DPRD Provinsi Sumatera
Selatan agar dapat mengimplementasikan hasil dari penelitian ini terhadap

penerapan dan pelaksanaan peraturan daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu terkait kajian bidang Hukum Tata Negara
penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam permasalahan yakni vy
mengkaji Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Sumatera
Selatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
MD3 dan Peraturan Daerah yang berlaku dalam kurun waktu 2017 sampai dengan

2020.
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F. Kerangka Teori
Untuk mencari dan menemukan konsep pemikiran dari rumusan masalah

yang dibahas maka tidak bisa dilepskan dari teori-teori yang saling berhubungan.

1.  Teori Pengawasan

Bagir Manan mengungkapkan, komponen checks and balances dapat
menghindari setiap kontrol dari cabang kekuasaan untuk melakukan
penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa dilakukannya checks and balances dari cabang
kekuasaan lain, pejabat dapat menjalankan kekuasaan subjektif, seperti halnya
kewenangan legislatif dan yudisi.*’

Sependapat dengan Paulus Effednie Lotulung, pengawasan (controle)
pemerintah merupakan suatu upaya untuk menghindari kekeliruaan, yang
dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, sebagai bentuk upaya preventif, atau
juga untuk menyesuaikannya bila terjadi kesalahan, sebagai upaya yang represif.
18

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah “Control is to
determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measure, if
needed to ensure result in keeping with the plan”. (Pengawasan adalah
menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan

korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).*®

7 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum FH U1l dan Gama Media,
Yogyakarta, 1999, him 10.

'8 paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap
Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him 15.

19 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2011,
him 22.
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Pengawasan menurut George R Tery adalah suatu pegangan untuk
memutuskan pekerjaan apa yang telah dilakukan, menilai dan menyesuaikan jika
yang penting dengan sengaja agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam
pengertiannya adalah tindakan untuk mengevaluasi penggunaan suatu tugas secara
de facto. Sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas koordinasi apakah kegiatan
yang dilakukan sudah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya
(dalam hal ini dalam kerangka rencana). 2

Pengawasan dapat bersifat bermacam-macam, antara lain:**

1. Bersifat politik

Pada saat efektifitivitas dan legitimasi menjadi ukuran atau sasaran
2. Bersifat yuridis (hukum)
Pada saat tujuannya untuk menegakan yurisdiksitas maupun legalitas.
3. Bersifat ekonomis
Pada saat efisiensi dan teknologi dijadikan sebagai sasaran.
4. Bersifat moril dan Susila
Pada saat informasi mengenai keadaan moralitas dijadikan sebagai
sasaran maupun tujuan.

Teori ini sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 karena

teori ini dapat mengkaji mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

kepada penyelenggara PERDA yaitu Pemerintah Daerah.

% Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia., Liberty., Yogyakarta, 1992, him 37.
? Ibid., him 37.
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2. Teori Checks and Balances

Kemajuan penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia lalu mengarah
kepada desain checks and balances ditandai dengan telah dilakukannya
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi menjadi kekuasaan eksekutif
yang dilakukan oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
serta yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Pada prinsip checsk and balances, terdapat tiga unsur yang disebut sebagai
trias politica yaitu legislatif, eksekutif serta yudikatif. Hal ini juga turut didukung
dengan suatu penegakan hukum maupun control dari masyarakat sipil. Trias
politica yang berlaku pada demokrasi tua seperti di Australia tidak terpisah secara
nyata. Akan tetapi checks and balances terjaga, terutama terkait dengan tradisi
oposisi yang jelas serta melembaga. Namun, demokrasi di Indonesia memiliki
tantangan karena adanya disfungsi dari trias politica yang menyebabkan checks
and balances tidak tercipta. Disisi lain, mentalitas dari pejabat yang berada pada
ketiga lembaga tersebut (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang merasa
independensinya terganggu ketika sedang melakukan fungsi checks and balances.

Berdasarkan pendapat Jimly Asshidiqgie, adanya kerangka checks and
balances menyebabkan penguasaan negara terkontrol, terkendala dan memang

terkontrol secara tepat, sehingga penanganan penguasaan oleh para pejabat negara
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yang melibatkan jabatan-jabatan di dalam negara dapat diantisipasi dan dijaga
dengan baik. seperti yang dibayangkan.?
Menurut Mahfud MD, prinsip — prinsip Checks and Balances dapat
dijalankan dengan beberapa cara, yaitu:*
1. Pemberian kewenangan dalam melakukan tindakan kepada lebih dari
satu lembaga negara.
2. Kewenangan untuk mengangkat pejabat negara tertentu diberikan kepada
lebih dari satu lembaga negara.
3. Upaya hukum impeachment satu lembaga tertentu terhadap lembaga
lainnya.
4. Pengawasan secara langsung oleh lembaga negara terhadap lembaga
negara lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memutus sengketa

antara eksekutif dan legislatif.

3.  Teori Kewenangan
Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewenangan berdasarkan yang
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu:*
1. Atribusi
Kewenangan yang diperoleh guna membuat suatu keputusan (besluit)

berdasarkan Undang — Undang yang memilikia rtian materiil. Atau dapat

22 Jimly Asshidiggie, Op.cit., him 74.

% Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him 147.

2 philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia, Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2005, him 91.
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pula dikatakan bahwa atribusi bersumber dari adanya suatu pembagian
kekuasaan oleh peraturan perundang — undangan, dimana dalam proses
pelaksanaannya dilakukan mandiri oleh pejabat maupun badan yang
tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Delegasi Kewenangan
Delegasi yang sumbernya dari pemberian suatu organ pemerintahan
kepada organ lain yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Mandat Kewenangan
Mandat merupakan suatu bentuk kewenangan yang berasal dari suatu
proses maupun prosedur pelimpahan yang diberikan oleh pejabat atau

badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu
penelitian yuridis empiris atau disebut sebagai penelitian hukum
indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis. Dapat pula dikatakan
sebagai penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang bertitik
tolak pada data primer atau lapangan yang didapatkan langsung dari
DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber pertama dengan

melalui wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat
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dilakukan dengan menanyakan tentang efektivitas hukum saat ini atau

penelitian terkait identifikasi hukum.?®

Metode pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ysebagai
berikut:
a. Pendekatan Perundang — undangan (Statute Approach)
Pendekatan yang didasarkan dari beragam aturan hukum serta mengkaji
pandangan — pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu
hukum.?®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan yang didasarkan dari hasil pandangan maupun doktrin yang
telah berkembang dalam ilmu hukum. Hal tersebut dilakukan guna
menemukan suatu ide yang memunculkan pengertian, asas, hukum serta
konsep hukum vyang relevan terhadap isu yang dihadapkan. Hasil
pemikiran dan pemahaman terhadap pandangan ataupun doktrin
dijadikan sebagai acuan peneliti dalam membuat argumentasi hukum
terhadap isi yang akan dihadapi '
3. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

him 19.

2> Usmawadi, Penulisan llmiah Bidang Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005,

% Johny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet 111, Bayu media

Publishing, Malang, 2007, him 300.

him 177.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke X111, Kencana, Jakarta, 2017,
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a. Data Primer
Data primer ialah data yang peneliti dapatkan secara langsung dari
sumber pertama berdasarkan hasil penelitian lapangan. Adapun
data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan (observasi)
dan wawancara langsung dengan:
a. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
b. Sekretaris Dewan Provinsi Sumatera Selatan;
c. Staff DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang peneliti dapatkan melalui penelitian
kepustakaan, yang didasarkan dari kekuatan sudut mengikatnya
digolongkan sebagai berikut:
— Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mengikat dimana data tersebut terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b.  Undang-Undang Nomorl2 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;
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d.  Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ;

e. Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

— Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor
3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tinglat |
Sumatera Selatan;

b. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan ;

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 16
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Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan ;
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;
. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusuna Tata Terib Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan No0.22 Tahun 2020 Tentang Tata
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Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera
Selatan;

I. Buku — buku hukum;

m. Karya ilmiah;

n. Jurnal ilmiah;

0. Bahan internet;

p. Pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum)
sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan
bahan-bahan hukum lainnya.

— Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan arahan terkait bahan

hukum primer serta sekunder yang dikenal sebagai bahan

acuan bidang hukum maupun sebagai bahan rujukan bidang
hukum yang memuat informasi relevan, seperti kamus

umum maupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
melakukan wawancara (interview) kepada responden. Hal tersebut
dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan
oleh kepada responden. Adapun dalam penelitian ini, dalam pengumpulan

bahan digunakan dua metode yang terdiri dari:
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a. Studi Kepustakaan Data sekunder yang didapatkan berdasarkan
hasil studi kepustakaan maupun studi dokumentasi dari bahan —
bahan hukum berupa Undang-Undang, literatur, buku- buku lain
yang berkaitan dengan materi penelitian yang dibahas.
b. Studi Lapangan guna memperoleh data-data tambahan yang
membantu penelitian, yang diantaranya adalah data primer,
dokumen-dokumen, keterangan maupun informasi yang dilakukan
dengan wawancara terstruktur kepada pihak Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai
Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari
karena penelitian ini membahas mengenai fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.
6. Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan metode analisis berdasarkan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang suatu
permasalahan hukum yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif
dan lebih dominan menggunakan cara analisis serta dalam penelitian ini
lebih menonjolkan atau menekankan pada makna dan proses. Pendekatan

kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih detail dan
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mendalam terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dihadapi /
dikaji / ditangani serta data — data yang didapatkan dengan pendekatan
kualitatif ini adalah data — data yang berasal dari hasil observasi dan
wawancara yang selanjut disusun secara ringkas dan sistematis sehingga
diharapkan dari data tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang

akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode induktif dalam teknik
penarikan kesimpulan. penelitian ini, Metode induktif ialah suatu metode
penarikan kesimpulan yang diawali dengan menjabarkan fakta secara
detail yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun studi
kepustakaan lalu ditutup dengan data maupun fakta — fakta umum sebagai

jawaban dari objek penelitian ini.?®

2 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him 177.
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